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DENGAN RAHMAT TU]FIAN YANG MAHA ESA,

\fenimbang : a.

lrlengingat : 1.

b.

BUPATI KLUNGKUNG,

balrwa Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2O2I tentang
Pembentukan dal Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Klungkung sudah tidak sesuai dengan

perkembangan dan kelbutuhan hukum saat ini, sehingga perlu
diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetaprkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bup,ati Nomor 76 Tahun 2O2I tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Klu:ngkung;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daera-h Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat
I Bali, Nusa Tenggara Blarat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonresia Tahun 1958 Nomor I22, Tambahan
Lembaran Negara Repurblik Indonesia Nomor 1655);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 144,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
sebagaimana telah diubah beberapa kali tera-trdrir dengan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Keq'a

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Ittegara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentalg Rumakr Sakit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)

sebagaimana telah diqbah dengan Undang-Undang Nomor 11

2.

3.

4.



Tahun 2o2O tentang cipta Keq'a (Lembaran Negara Republik

Ind.onesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tarrbahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 201,1, Nomor 82, Tattbahan Lembaran Negara

Republik Ind.onesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oI9 tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OII tentang

Pembentukal Peraturan Perundangundangan (Lembaral Negara

Republik Indonesia 'llahun 2oI9 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot+ Nomor

244, Ta:rrlbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5587) sebagaimarta telah diubah beberapa kali, terakhir dengart

undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemr:rintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67571;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor

1.L4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6 tentang Perangkat Daeralt
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,

Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O2J;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2027 tentang
Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tatlun 202I Nomor 57, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6659);

g. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman
Organisasi Rumah sakit (Lembaran Negara Republik indonesia
Tahun 2OI5 Nomor 159);

10. Peraturan Menteri DaIeLm Negeri Nomor 80 Tahun 2Ol5 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 20tS Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2O18

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2078 Nomor I57);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 20Lg tentang
Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2OI8 Nomor L2I3l;

12.Peraturan Menteri F'endayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah
untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O2I Nomor SaQ;



13. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tarnbahan Lembarail Daerah
Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2O2I tentang Perubahan Kedua Atas F'eraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2OL6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaterr Klungkung Tahun 2O2I
Nomor 4, Tambahan Lembalan Daerah Kabupaten Kiungkung
Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

IVtenetapKaN : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUB,A,HAN ATAS PERATURAN

BUPATI NOMOR 76 TAHTJN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN DAN

SUSUNAN ORGANISASI RUMAH S,A.KIT UMUM DAERAH

KABUPATEN KLUNGKUNG.

Pasa-l I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2O2I
tentang Pembentukan dan Susunan Orga:risasi Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Klungkung (Berita Daerah Kabupaten Klungkung
Talrun 2O2I Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yarrg dimaksud dengan:

1, Daerah adalah Kabupaten Kiungkung.

2. Bupati adalah Bupati Klungkung.

3. Pemerintah
Klungkung.

Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

4. Dinas Kesehatal yang selanjutnya disebut Dinas adalah
Dinas Kesehatan Kabupaten Klungkung.

5. Kepala Dinas Kesehatan yang serlanjutnya disebut Kepala
Dinas adalah Kepala Dinas Kesehalan Kabupaten Klungkung.

6. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung yang
selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Klungkung.

7. Dewan Pengawas RSUD yang selaljutnya disebut Dewan
Pengawas adaJah unit nonstruktural pada RSUD yang
melakukan pembinaan dan pengawasan RSUD secara
internal yang bersifat nontekn:ls perumahsakitan yang
melibatka.u. unsur masyarakat.

8. Direktur adalah Direktur RSUD.

9. Wakii Direktur adalah Wakil Direktur RSUD.



10. Bidang adalah wadah struktural ytm betada di bawah Wakil

Direktur dan dipimpin oleh Kepala,Bidang.

11. Bagian adaJah wadatr struktural yang berada di bawah Wakil
Direktur dan dipimpin oleh Kepala Bagian.

12.Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangaa dan hak
seseofang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian danlatau
keterampilan tertentu serta bersifat. mandiri.

13. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat RSUD yang

bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal
dalam rangka membantu Direktur dalam meningkatkan
kinerja peiayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan socia-l

sekitarnya (social responsibilitg) rlalam menyelenggarakan
bisnis yang sehat.

L4.Barcng Milik Daerah ya1;1g selanjutleya disingkat BMD adalah
semua barang yarg dibeli atau dipe;roleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah al.au berasa-l dari perolehan

lainnya yang sah.

15. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat sDM
adalah seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negata da1 pegawai

lainnya yarLg bekeda dan bertugas di RSUD.

16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai

pemerintah dengan peq'anjian keda yang diangkat oleh
pejabat pembinakepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu
Jabatan pemerintahan atau diserahi tugas fiegaralainnya dan
digaj i b erdasarkan Peraturan Perun d an g- undangan.

l7.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat
BLUD adalah adalah sistem yang diterapkan oleh unit
pelaksana teknis Dinas dalam mem.berikan pelayanan kepada
masyarakat yang mempunyai fleksibilitas daJam Pala
pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
pengelolaan daerah pada umumnyit.

2. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga trerbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Wakil Direktur Administrasi Umum dan Sumber dDaya
Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)

huruf c mempunyai tugas membantu Direktur melaksaaakan
pengkoordinasian perumusarr kebijakan, pelaksanaarl,
pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kebijakan di bidang penyelengga-raan
administrasi umum, keuangan dan pengembangan SDM.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Wakil Direktur Administrasi Umum Dan Sumber
Daya Manusia melaksanakan fungsi:

(1)

(21



pengkoordinasian perumusan kebijakan di bidang
penyelenggaraan administrasi umum, keuangal dan
pengembangan SDM;

b. penyeienggaraan pengelolaart ketatausahaan,
kerumahtanggaan, pelayanan hukum dan kemitraan,
pemasaran, kehumasan, telcr.ologi informasi, pencataIa n,
pelaporan dan evaluasi, penelitian dan pengembangan
dan manajemen SDM serta pendidikan dan peiatihan;

c. pengkoordinasial penyusunan perencaruaan angga-ran;

pengkoordinasian perbendah aataan dan mobilisasi dana
serta akuntalsi RSUD;

pengkoordinasian pemantauan, pengendalian, evaLuasi

dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang
penyeienggaraar administrasi umum, keuangan dan
pengembargan SDM; dan

pelaksanaan tugas kedinasan lainnya y{ry diberikal oleh
atasan sesu ai Peraturarr Perundang-u ndangan.

3. Ketentuan ayat (1) dan huruf d, huruf h,
dan huruf k ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 22

(1) Bagian bina progra-In sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21

ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Wakil Direktur
Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan
pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan teknis di bidang
perencanaan, pemasaran, kehumasan, teknologi informasi,
pengolahan data penelitian dan pengembangan
perumahsakitan RSUD.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bagian bina program melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang
perencanaan tahunan dan menengah RSUD;

b. penylapan bahan penyusunan perencanaan tahunan dan
jangka menengah serta dokumen angga-ran RSUD;

c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan
perumahsakitan antara lain badan layanan umum daerah
dan jenis pelayanan ruma-h sakit.

d. pelaksanaan pe:ngelolaan data dan sistem informasi
man4jemen RSUD;

e. pengoordinasial pengembangan mutu RSUD antaralain,
ISO, Citra Pelayanan Prima dan yang lainnya;

f. pengoordinasiaa dal fasilitasi pelayan hukum;

g. pelaksanaan kemitraan RSUD dengan pihak lainnya
dalam rangka peningkatan kualitas layanan RSUD;

d.

e.



h. pelaksanaan promosi, pemasaran sosial pelayanan,
penanganan pengaduan, publikasi, teknologi informasi
dan kegiatan kehumasa.n RSUD;

i. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan di bidang
perencanaan, peiayanan hukum dan kemitraan,
pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan
perumahsakitan RSUD;

j. evaluasi dan pelaporan hasil peiaksanaal di bidang
perencaraa-Ir, pelayanan hukum dan kemitraan,
pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan
perumahsakitan RSUD; dan

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh
atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangaa.

4. Ketentuan ayat (1) dan sertahuruf b sertahuruf f ayat (2) Pasal
23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Wakil Direktur
Administrasi Umum dan Sumber Daya Manusia
melaksanakarL penyiapan bahan perumusan kebijakan,
pelaksanaan, pemantauan, pengendal.ian dan evaluasi serta
pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang
penyelenggaraan pengelolaan keuangan RSUD.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Bagran Keuangan melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
pengelolaan keuangan RSUD;

b. pelaksanaan penatausahaan, perbendaharaarL dan
mobilisasi dana di bidang pengelolaan keuangan RSUD;

c. pelaksanaan akuntansi dan pelaporan
pertanggungjawaban di bidang pengelolaan keuangan
RSUD;

d. pemantauan dan pengendalian pelaksanaan di bidang
pengelolaan keualgan RSUD;

e. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di
bidang pengelolaan keuangan RSUD; dan

f. pelaksanaan tugas kedinasan lainnyayang diberikan oleh
atasan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

5. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Bagian umum dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c,

mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Administrasi
Umum dan Sumber dava Manusia dalam melaksanakan

(1)

(2)



6,

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan,
pemaltauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan hasil
pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketatausahaan,
kerumahtanggaan, SDM, pendidikan dan pelatihan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), bagian umum dan pengembangan SDM
melaksanakan fungsi:

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
ketatausahaan, kerumahtanggaan, SDM dan pendidikan
dan pelatihan;

b. pelaksarLaarr kebijakan di bidang ketatausahaan',
kerumahtaaggaan, SDM dan pendidikan dan pelatihan;

c. pemantauan dan pengendalian peiaksanaan kebijakan di
bidang ketatausahaaa, kerumahtanggaan, SDM dan
pendidikan dan pelatihan;

d. evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di
bidang ketatausahaatt, kerumahtanggan, SDM dan
pendidikan dan pelatihan; dan

e. pelaksanaan tugas kedinasan iainnya yarrg diberikan oleh
atasan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ketentuan ayat (i) dan ayat (2) Pasal 29 diubah, sehingga Pasal
29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1) Instalasi sebagaimarradimaksud dalam Pasal 9 ayal (1) huruf
i, terdiri dari:

a. instalasi rawat jalan;

b. instalasi rawat inap;

c. instalasi rawat darurat dan rawat intensif;

d. instalasi rawat maternal dan neonatal;

e. instalasi bedah sentral;

f. instalasilaboratorium;

g. instalasi radiologi;

h. instalasi farmasi;

i. instalasi gizi;

j. intalasi pendidikan, pelatihan dan penelitian;

k. instalasi kesehatan lingkungan RSUD;

f. instalasi pemeiiharaan sarana RSUD;

m. instalasi rekam medik dan medikolegal;

n. instalasi inforrnasi, pengelolaan pengaduan dan
penyuluhan kesehatan RSUD;

o. instalasi teknologi informasi dan sistem informasi
manajemen RSUD;



p. intalasi pemulasaraan jenazah;

q. instalasi Centrat Steile SupplA Deparhnent dan laundry
terpadu;

r. instalasi umum dan kerumahtanggaan; darr

s. instalasi lainnya sesuai kebutuhan RSUD.

(2) Perubahan dan pembentukan instalasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan kebutuhan RSUD yaxg ditetapkan
dengan keputusan Direktur.

(3) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban
merencan akarr, melaksanakan, memonitor dan mengevalu asi
serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-
masing kepada Wakil Direktur.

(4) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berkewajiban untuk men5rusun rencana aksi strategis
( str ategic action plon) .

7 . Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 31 diubah dan ayat (3) Pasal
31 dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 1

(1) Dewan Pengawas sebagaimaxa dimaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) terdiri dari unsur:

a. pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan
BLUD;

b. pejabat dari Perangkat Daerah yang membidangi
pengelolaan keuangan daerah; dan

c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.

(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan berdasarlcan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan tentang BLUD.

(3) Dihapus.

(4) Kriteria yang dapat diusulkan menjadi anggota Dewan
Pengawas yaitu:

a. memiliki integritas, dedikasi, dan memahami masa-lah
yang berkaitaa dengan perumahsakitan, serta dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan
rugasnya;

b, mampu melaksanakan perbuatan hukum;

c. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi
anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang
dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan
usaha pailit;

d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

e. tidak mempunyai benturan kepentingan dengan
penyelenggaraan RSUD; dan



f. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Bupati.

B. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal
32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalan Pasal 31 ayat
(1) mempunyai tugas:

a. memantau perkembangan kegiatan RSUD;

b. menilai kineq'a keuangan maupun kinerja non keuangan
RSUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian
untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola RSUD;

c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian
kineda dai. hasil laporan audit pemeriksa eksternal
pemerintah;

d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam
meiaksanakan tugas dan kewajibannya; dan

e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati
mengenai:

1. Rencana Bisnis Anggara yar:g diusulkan pejabat
pengeiola;

2. permasalahan yarrg menjadi kendala dalam
pengelolaan RSUD; dan

3. kine{a RSUD.

(2) Dalam melaksalakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (L), Dewan Pengawas mempunyai wewena-llg:

a. menerima dan memberikan penilaian terhadap laporal
kinerja dan keuangan RSUD dad Direktur;

b. menerima laporan hasil pemeriksaanyafig dilakukan oleh
Satuan Pemeriksaan Internal dengan sepengetahuan
Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak
lanjutnya;

c. meminta penjelasan dad direksi dan/atau pejabat
manajemen lainnya mengenai penyeienggaraan pelayanan
di RSUD dengan sepengetahuan Direktur sesuai dengan
peraturan internal RSUD (hnspital bg laus)atau dokumen
pola tata kelola (corporate gouernance);

d. berkoordinasi dengan direktur dalam men1rusun peraturan
internal RSUD (hospital by laws) dan dokumen pola tata
kelola (corporate gouernance) untuk ditetapkan oleh
Bupati; dan

e. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaaa
RSUD.

(3) Dewan Pengawas melaporkaa pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester dan sewaktu-
waktu atas permintaan Bupati.



Do?

9. Ketentuan datam Lampiran diubah sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura

pada tanggal 2 Pebruari2022

BUPATI KLUNGKUNG,

I IVYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura

pada tanggal 2 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,

I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 5
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